PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS SOSIAL

Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 01 Kelurahan Melayu Tenggarong
Website : dinsos.kukarkab.go.id E-mail dinsos@kukarkab.go.id - Kode Pos 75512

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL (IKESOS)

1. Dasar
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029;
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 143/HUK/2025 tentang
Pedoman Pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial.

2. Definisi Operasional

Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) adalah ukuran komposit yang menggambarkan
tingkat kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihitung
berdasarkan capaian indikator pada dimensi kebutuhan dasar, peranan sosial dan
keberdayaan ekonomi dalam periode satu tahun anggaran.

Kelompok sasaran terbagi atas 3 (Tiga) sasaran, yaitu :
- Masyarakat Umum;

- Kelompok Lanjut Usia;

- Kelompok Disabilitas.

3. Sasaran

4, Kerangka Indeks Kesejahteraan Sosial

|
i
‘ - Kebutuhan dasar; meliputi : pangan, papan, Kesehatan, Pendidikan, jaminan
sosial, rasa aman, mobilitas fisik yang inklusif terutama bagi kelompok rentan dan
penyandang disabilitas.
- Peranan sosial; meliputi : partisipasi, kohesi sosial, kelembagaan inklusif.
- Keberdayaan ekonomi; meliputi : partisipasi ekonomi, daya guna/utilitas,
ketahanan ekonomi.

5. Formulasi Perhitungan

Nilai Indeks Kesejahteraan Sosial tingkat kabupaten/kota dihitung sebagai rata-rata
tertimbang dari nilai dimensi. Formula penghitungan nilai Indeks Kesejahteraan Sosial
tingkat kabupaten/kota adalah sebagai berikut :
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n
Indeks Kesejahteraan Sosial = Z Dimensi (i) x Bobot Dimensi (i)

i=1

Untuk nilai bobot masing-masing dimensi adalah sebagai berikut ;

No Dimensi Nilai Bobot
1 Kebutuhan Dasar 0,27 atau 27 %
2 Peranan Sosial 0,31 atau31%
3 Keberdayaan Ekonomi 0,42 atau 42 %

6. Kriteria Indeks Kesejahteraan Sosial

Indeks Kesejahteraan Sosial menghasilkan nilai yang berada dalam rentang 0 hingga

baik.
b. Nilai yang mendekati 0 menunjukkan tingkat kesejahteraan sosial yang semakin
rendah, : .
Adapun dari interpretasi tersebut, maka dalam penilaian status dari hasil nilai indeks
Kesejahteraan Sosial memiliki 5 representasi dari nilai tersebut adalah sebagai berikut

100 dimana hal tersebut dapat diinterpretasikan:
a. Nilai yang mendekati 100 menunjukkan tingkat kesejahteraan sosial yang semakin

Rentang Nilai Kategori
0,00 -20,00 Tidak Sejahtera
20,01 -40,00 Berkembang
40,01 -60,00 Maju
60,01 — 80,00 Inklusif
80,01 -100 Sejahtera

7. Peran Pemerintah dan Pendayagunaan Data

No Level Pemeritah Peran

1 | Pemerintah Pusat Walidata, Konseptor, Monitoring dan
Evaluasi

2 | Pemerintah Provinsi Koordinator  (Konsolidator  Regional,
Analisis dan Kajian, Dukungan Data
Regional)

3 | Pemeritah Kabupaten / Kota Dukungan Data Pengukuran, Tindaklanjut
Hasil Indeks Kesejahteraan Sosial)

8. Target Indeks Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Tujuan Pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan
dalam Renana Strategis Tahun 2025 — 2029 adalah “ Meningkatnya Keserjahteraan
Sosial yang Inklusif ‘ dengan Indikator Kinerja Utama berupa Indeks Kesejahteraan
Sosial sebagaimana tabel berikut :




Tujuan Dinas Target Tahun

Sosial KU R | T T | R [ L s
Meningkatnya | Indeks Indeks | 71,91 | 73,53 | 75,15 | 76,76 | 78,38 | 80,00
Kesejahteraan | Kesejahteraan
Sosial yang | Sosial
Inklusif

Catatan Penting:

Penilaian dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Data yang digunakan untuk Indeks Kesejahteraan Sosial bersumber dari data

sekunder. Sumber data sekunder berasal dari beberapa instansi sesuai dengan

kewenangannya dan kebutuhan data. Sumber data sekunder yang digunakan dalam

Indeks Kesejahteraan Sosial, meliputi : Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional

(DTSEN), Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik, Survei Status Gizi Indonesia,
BPIJS Ketenagakerjaan, Potensi Desa, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial,
InaRISK, SPI-KPK, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota

Tenggarong, 12 Januari 2026
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